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TW 2 50,00%

TW 3 75,00%

TW 4 100,00%
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 RENCANA AKSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA

Kinerja program penunjang urusan 

pemerintahan daerah, triwulan I sebesar 25%, 

triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 

75% dan triwulan IV sebesar 100% dengan 

asumsi bahwa 7 kegiatan terlaksana dengan 

baik dan tepat waktu, meliputi: terlaksananya 

perencanaan, penganggaran dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah, administrasi 

keuangan perangkat daerah terlaksana sesuai 

sisdur, administrasi kepegawaian perangkat 

daerah terlaksana sesuai sisdur, Administrasi 

Umum terlaksana sesuai sisdur, Pengadaan 

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah terlaksana sesaui sisdur, 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah terlaksana sesuai sisdur, 

dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

terlaksana sesuai sisdur dan sesuai schedule 

yang ada secara lengkap dan tepat waktu.

Pertumbuhan realisasi pajak daerah terhadap potensi ditargetkan 

triwulan I sebesar 3,09% atau sebesar Rp 950.000.000,- triwulan II 

sebesar 5,33% atau sebesar Rp 3.500.000.000, triwulan III sebesar 

7,89% atau sebesar Rp 8.500.000.000,- dan triwulan IV sebesar 

10% atau sebesar Rp 14.800.000.000,-. 

Penyelenggaraan sosialisasi produk hukum pajak ditargetkan 

dilaksanakan selama 5 kali yaitu triwulan I terlaksana 25% atau 

sebanyak 1 kali penyelenggaraan, triwulan II sebesar 50% atau 

sebanyak 1 kali penyelenggaraan, triwulan III sebesar 75% atau 

sebanyak 1 kali penyelenggaraan, dan triwulan IV sebanyak 2 kali 

penyelenggaraan baik melalui berbagai media elektronik, cetak 

dan tatap muka.

Wajib Pajak Baru PBB-P2 dan BPHTB yang telah terdata 

ditargetkan mengalami peningkatan karena adanya pendataan 

subjek, objek, dan wajib pajak berdasarkan data historis sebanyak 

10.540 WP yang terbagi atas: triwulan I ditargetkan naik 8% atau 

sebanyak 840 WP, triwulan II sebesar 10% atau 1.050 WP, triwulan 

III sebesar 12% atau  1.260 WP, dan triwulan IV sebesar 15% atau 

1.575 WP. 

Pertumbuhan Wajib Pajak Baru PBB-P2 dan BPHTB yang dilayani 

ditargetkan berdasarkan data historis sebanyak 10.540 WP yang 

terbagi atas: triwulan I ditargetkan naik 10% atau sebanyak 1050 

WP, triwulan II sebesar 14% atau 1.470 WP, triwulan III sebesar 

17% atau  1.785 WP, dan triwulan IV sebesar 15% atau 2.100 WP.

Pertumbuhan realisasi pajak daerah ditargetkan triwulan I sebesar 

3,09% atau sebesar Rp 820.000.000,- triwulan II sebesar 5,33% 

atau sebesar Rp 3.200.000.000, triwulan III sebesar 7,89% atau 

sebesar Rp 8.590.000.000,- dan triwulan IV sebesar 10% atau 

sebesar Rp 13.320.000.000,-. 

Pelaksanaan rekonsiliasi pajak daerah triwulan I hingga triwulan 

IV terlaksana sesuai schedule setiap triwulan dilaksanakan 

rekonsiliasi setiap bulan sehingga setiap triwulan terlaksana 3 kali 

rekon untuk menjamin keandalan penyajian laporan PAD secara 

akuntabel dan tepat waktu.

Wajib Pajak yang diberi surat teguran khususnya pajak hotel, 

pajak restoran dan pajak hiburan dengan total wajib pajak 500 

WP diharapkan mencapai penurunan yang signifikan dengan target 

triwulan I sebesar  3,20% atau sebanyak 16 WP, triwulan II sebesar 

2,87% atau 14 WP, triwulan III terus menurun hingga 1,34% atau 6 

WP dan di triwulan IV sebesar 0% atau tidak terdapat surat 

teguran yang dikeluarkan karena kesadaran membayar pajak 

tepat waktu dapat diwujudkan.

Penanganan keberatan pajak daerah yang terselesaikan triwulan I 

hingga triwulan IV terselesaikan dengan baik sesuai target yang 

ditetapkan  diawali dengan realisasi triwulan I sebesar 25%, 

triwulan II mencapai 50%  kemudian triwulan III sebesar 75%% dan 

triwulan IV sebesar 100% karena semua pengaduan yang masuk 

akan langsung ditindaklanjuti dan diberikan pelayanan yang 

optimal.

Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi 

kinerja ditargetkan triwulan I sebesar 25% yaitu 2 dokumen 

perencanaan berupa Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja serta 2 

dokumen evaluasi kinerja yaitu Laporan KInerja dan Laporan 

Pengukuran Kinerja triwulan I tahun 2023, triwulan II ditargetkan 

50% yaitu   1 dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 dan Dokumen 

Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2023 kemudian triwulan III 

sebesar 75% yaitu 1 dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan 

dan 1 Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dan 

triwulan IV sebesar 100%  yaitu 1 dokumen Rencana Kerja 

Anggaran Pokok Tahun 2024 dan 1 Dokumen Pengukuran Kinerja 

Triwulan IV Tahun 2023.

TW 1

Meningkatnya 

Pencapaian 

Pendapatan Asli 

Daerah dan Kualitas 

Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Penyusunan 

Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah Tepat Waktu

Persentase Ketersediaan 

Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Tepat Waktu

Indeks kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan pajak 

daerah

TW 1 88,22

Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan

Perangkat Daerah

Persentase kinerja 

program penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah

Rasio PAD 

terhadap total 

Pendapatan 

Daerah

Rasio PAD 

terhadap total 

Pendapatan 

Daerah

25,00%

13,96%

Meningkatnya 

Penagihan Pajak 

Daerah

Persentase wajib pajak 

yang memenuhi 

kewajiban pajaknya tepat 

waktu Meningkatnya Penelitian dan 

Verifikasi Data  

Pelaporan Pajak Daerah

Persentase Pelaksanaan 

Rekonsiliasi Pajak 

DaerahTW 4 96,72%

25,94%
Meningkatnya Realisasi Pajak 

Daerah

Persentase pertumbuhan 

realisasi pajak daerah
TW 2 50,89%

TW 1

TW 3

Meningkatnya Pengawasan Pajak 

dan   

Penyediaan Benda Berharga

Persentase wajib pajak 

yang diberi surat teguran

TW 2 8,65%

TW 1

75,66%

TW 3

Menurunnya Pengaduan 

Keberatan Pajak Daerah

Persentase Penanganan 

Keberatan Pajak Daerah 

yang terselesaikan
TW 4 12,20%

TW 3 10,77%

TW 4 14,10%

Meningkatnya 

Pengawasan dan

Pengendalian Objek 

Pajak Daerah

Persentase peninjauan 

lokasi wajib pajak 

terhadap total pemohon 

BPHTB

TW 4 14,10%

Meningkatnya 

Pengawasan dan

Pengendalian Objek 

Pajak Daerah

Persentase peninjauan 

lokasi wajib pajak 

terhadap total pemohon 

BPHTB

7,57%

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban 

pajaknya tepat waktu berdasarkan hasil 

pencetakan massal SPPT PBB-P2 di tahun 

2023 sebanyak 446.934 wajib pajak yaitu 

triwulan I ditargetkan 25,94% atau sebanyak 

115.934 wajib pajak, triwulan II ditargetkan 

50,89% atau sebanyak 227.444 wajib pajak, 

triwulan III ditargetkan 75,66% atau sebanyak 

338.150 wajib pajak, dan triwulan IV 

ditargetkan 96,72% atau sebanyak 432.274 

wajib pajak

Peninjauan lokasi wajib pajak terhadap total 

pemohon BPHTB, berdasarkan data historis 

ditargetkan triwulan I sebanyak 7,57% atau 90 

kali tinjauan, triwulan II sebanyak 8,65% atau 

103 kali tinjauan, triwulan III sebanyak 10,77% 

atau 129 kali tinjauan, triwulan IV sebanyak 

12,20% atau 146 kali tinjauan.

TW 1

TW 3

TW 3 75,00%

92,76

Meningkatnya Pelayanan dan 

Konsultasi PBB-P2 dan BPHTB

Persentase  

pertumbuhan wajib 

pajak baru yang dilayani

TW 4 94,68

80,78

Meningkatnya Data Base PBB-P2 

dan BPHTB

Persentase Wajib Pajak 

Baru yang telah terdata

TW 2 85,88

Target pajak daerah terhadap potensi pajak 

triwulan I di targetkan 25% yaitu Rp 

35.000.000.000,-, triwulan II ditargetkan 50% 

yaitu Rp 75.000.000.000,- triwulan III 

ditargetkan 75% yaitu Rp 134.000.000.000,- 

dan triwulan IV ditargetkan 100% yaitu 

sebesar Rp 146.000.000.000,-.

Indeks kepuasan wajib pajak terhadap 

pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan 

jumlah populasi setiap triwulan 3000 wajib 

pajak yang dilayani maka sample 341 wajib 

pajak dengan menggunakan kuesioner 

dengan 9 indikator unsur pelayanan IKM 

berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nomor 14 Tahun 2017 maka ditargetkan 

triwulan I nilai IKM 80,78, triwulan II 85,88 

triwulan III 92,76 dan triwulan IV 94,68 khusus 

untuk pelayanan pajak PBB-P2 dan BPHTB.

Target

TW 1 10,56%

Meningkatkan 

Potensi Penerimaan

Pajak Daerah

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

terhadap potensi pajak 

daerah Meningkatnya Intensitas 

Sosialisasi Produk Hukum Pajak 

Daerah

Persentase Realisasi 

Penyelenggaraan 

Sosialisasi Produk Hukum 

Pajak DaerahTW 4 100,00%

TW 1 25,00% Meningkatnya Perencanaan dan 

Pengembangan Potensi Pajak 

Daerah

Persentase pertumbuhan 

potensi pajak daerah
TW 2 50,00%

TargetTarget

Meningkatnya 

Pencapaian 

Pendapatan Asli 

Daerah dan Kualitas 

Pelayanan Publik

TW 2 11,81%

Meningkatnya 

Pelayanan PBB-P2

dan BPHTB kepada 

Wajib Pajak

Indeks kepuasan wajib 

pajak terhadap 

pelayanan PBB-P2 dan 

BPHTB
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TW 2 50,00%

TW 3 75,00%

TW 4 100,00%

TW 1 25,00%

TW 2 50,00%

TW 3 75,00%

TW 4 100,00%

TW 1 25,00%

TW 2 50,00%

TW 3 75,00%

TW 4 100,00%

TW 1 25,00%

TW 2 50,00%

TW 3 75,00%

Kinerja program penunjang urusan 

pemerintahan daerah, triwulan I sebesar 25%, 

triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 

75% dan triwulan IV sebesar 100% dengan 

asumsi bahwa 7 kegiatan terlaksana dengan 

baik dan tepat waktu, meliputi: terlaksananya 

perencanaan, penganggaran dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah, administrasi 

keuangan perangkat daerah terlaksana sesuai 

sisdur, administrasi kepegawaian perangkat 

daerah terlaksana sesuai sisdur, Administrasi 

Umum terlaksana sesuai sisdur, Pengadaan 

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah terlaksana sesaui sisdur, 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah terlaksana sesuai sisdur, 

dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

terlaksana sesuai sisdur dan sesuai schedule 

yang ada secara lengkap dan tepat waktu.

Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi 

kinerja ditargetkan triwulan I sebesar 25% yaitu 2 dokumen 

perencanaan berupa Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja serta 2 

dokumen evaluasi kinerja yaitu Laporan KInerja dan Laporan 

Pengukuran Kinerja triwulan I tahun 2023, triwulan II ditargetkan 

50% yaitu   1 dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 dan Dokumen 

Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2023 kemudian triwulan III 

sebesar 75% yaitu 1 dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan 

dan 1 Dokumen Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2023 dan 

triwulan IV sebesar 100%  yaitu 1 dokumen Rencana Kerja 

Anggaran Pokok Tahun 2024 dan 1 Dokumen Pengukuran Kinerja 

Triwulan IV Tahun 2023.

Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir di triwulan I ditargetkan 25% mencakup  

37 pegawai menerima gaji dan tunjangan, tersusunnya laporan 

pertanggungjawaban keuangan triwulan I 2023 yang telah 

diverifikasi sebanyak 3 dokumen dan tersusunnya laporan 

keuangan akhir tahun 2022 sebanyak 1 dokumen, triwulan II 

ditargetkan 50% mencakup  37 pegawai menerima gaji dan 

tunjangan, tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan 

triwulan II 2023 yang telah diverifikasi sebanyak 3 dokumen, 

triwulan III ditargetkan 50% mencakup  37 pegawai menerima gaji 

dan tunjangan, tersusunnya laporan pertanggungjawaban 

keuangan triwulan III 2023 yang telah diverifikasi sebanyak 3 

dokumen dan tersusunnya laporan keuangan prognosis 

(semesteran) tahun 2023, dan triwulan IV ditargetkan 100% 

mencakup 37 pegawai menerima gaji dan tunjangan, tersusunnya 

laporan pertanggungjawaban keuangan triwulan IV 2023 yang 

telah diverifikasi sebanyak 3 dokumen.

Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah dengan realisasi triwulan I ditargetkan 25% mencakup 

tersedianya 37 dokumen SKP (ekinerja) pegawai tahun 2022 dan 

terinputnya rencana Ekinerja pegawai serta realisasi kinerja 

triwulan I tahun 2023 ke aplikasi ekinerja, triwulan II ditargetkan 

50% mencakup tersedianya 37 pakaian olahraga dan pakaian dinas 

PDH serta terinputnya realisasi kinerja pegawai triwulan II tahun 

2023 ke aplikasi ekinerja, triwulan III ditargetkan 75% mencakup  

terinputnya realisasi kinerja pegawai triwulan III tahun 2023 ke 

aplikasi ekinerja, terselesaikannya berkas kenaikan pangkat 

pegawai, triwulan IV ditargetkan 100% mencakup terfasilitasinya 

pegawai mengikuti bimbingan teknis pajak daerah, tersusunya 

dokumen KP4 pegawai, tersusunya dokumen evaluasi kinerja 

pegawai triwulan IV yang diinput ke aplikasi E-kinerja.

Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

ditargetkan triwulan I 25% mencakup tersedianya Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 3 paket, 

tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 7 paket, 

tersedianya bahan bacaan  sebanyak 9 dokumen, serta laporan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 

60 laporan, triwulan II ditargetkan 50% mencakup Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 5 paket, 

tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 10 paket, 

tersedianya bahan bacaan  sebanyak 9 dokumen, serta laporan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 

75 laporan, triwulan III ditargetkan 75% mencakup Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 3 paket, 

tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 12 paket, 

tersedianya bahan bacaan  sebanyak 9 dokumen, serta laporan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 

78 laporan, triwulan IV ditargetkan 100% mencakup Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 3 paket, 

tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 5 paket, 

tersedianya bahan bacaan  sebanyak 9 dokumen, serta laporan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 

67 laporan

TW 3 75,00%

Persentase kinerja 

program penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah

TW 1

TW 3 90,25

Meningkatnya 

Pencapaian 

Pendapatan Asli 

Daerah dan Kualitas 

Pelayanan Publik

Meningkatnya Kualitas Penyusunan 

Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah Tepat Waktu

Persentase Ketersediaan 

Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Tepat Waktu

Meningkatnya Kualitas Layanan 

Administrasi Keuangan dan 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun

Persentase Ketersediaan 

Layanan Administrasi 

Keuangan dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 

Indeks kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan pajak 

daerah

TW 1 88,22

Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan

Perangkat Daerah

Persentase kinerja 

program penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah

Meningkatnya Tata Kelola 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

TW 2 89,00

Persentase Ketersediaan 

Layanan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah.

TW 2 50,00%

Indeks kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan pajak 

daerah

Meningkatnya Tata Kelola 

Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan

Persentase Ketersediaan 

Layanan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah

25,00%

Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan

Perangkat Daerah
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TW 4 100,00%

TW 1 25,00%

TW 2 50,00%

TW 3 75,00%

TW 4 100,00%

TW 1 25,00%

TW 2 50,00%

TW 3 75,00%

TW 4 100,00%

TW 1 25,00%

TW 2 50,00%

TW 3 75,00%

TW 4 100,00%

Sungguminasa, 2 Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Indra Wahyudi Yusuf, SE, M.Adm.SDA

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. 19770313 201001 1 011

Kinerja program penunjang urusan 

pemerintahan daerah, triwulan I sebesar 25%, 

triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 

75% dan triwulan IV sebesar 100% dengan 

asumsi bahwa 7 kegiatan terlaksana dengan 

baik dan tepat waktu, meliputi: terlaksananya 

perencanaan, penganggaran dan evaluasi 

kinerja perangkat daerah, administrasi 

keuangan perangkat daerah terlaksana sesuai 

sisdur, administrasi kepegawaian perangkat 

daerah terlaksana sesuai sisdur, Administrasi 

Umum terlaksana sesuai sisdur, Pengadaan 

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah terlaksana sesaui sisdur, 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah terlaksana sesuai sisdur, 

dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

terlaksana sesuai sisdur dan sesuai schedule 

yang ada secara lengkap dan tepat waktu.

Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

ditargetkan triwulan I 25% mencakup tersedianya Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 3 paket, 

tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 7 paket, 

tersedianya bahan bacaan  sebanyak 9 dokumen, serta laporan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 

60 laporan, triwulan II ditargetkan 50% mencakup Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 5 paket, 

tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 10 paket, 

tersedianya bahan bacaan  sebanyak 9 dokumen, serta laporan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 

75 laporan, triwulan III ditargetkan 75% mencakup Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 3 paket, 

tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 12 paket, 

tersedianya bahan bacaan  sebanyak 9 dokumen, serta laporan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 

78 laporan, triwulan IV ditargetkan 100% mencakup Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 3 paket, 

tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 5 paket, 

tersedianya bahan bacaan  sebanyak 9 dokumen, serta laporan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 

67 laporan

Ketersediaan Barang Milik Daerah ditargetkan triwulan I sebesar 

25% mencakup tersusunya rencana kebutuhan barang milik daerah 

tahun 2024, triwulan II sebesar 50% mencakup tersusunnya 

Laporan Aset semesteran tahun 2023, triwulan III 75% mencakup 

Pengadaan peralatan dan Mesin sebanyak 74 Unit, dan triwulan IV 

100% mencakup tersusunnya laporan aset dan laporan penyusutan 

aset tahun 2023

Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

ditargetkan triwulan I sebesar 25% meliputi 3  Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta 3 laporan dan  

Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, triwulan II 

sebesar 50% meliputi 3  Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik serta 3 laporan dan  Laporan 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, triwulan III sebesar 75% 

mencakup 3  Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik serta 3 laporan dan  Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor, triwulan IV sebesar 100% mencakup 3  

Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

serta 3 laporan dan  Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 

Kantor.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah  ditargetkan triwulan I sebesar 

25% mencakup Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 12 

unit, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 

sebanyak 20 unit,  triwulan II ditargetkan sebesar 50% mencakup 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 9 unit, Jumlah 

Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 10 unit, 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ 

Direhabilitasi sebanyak 1 unit,   triwulan III ditargetkan sebesar 

75% mencakup Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 7 

unit, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 

sebanyak 6 unit, riwulan IV ditargetkan sebesar 100% mencakup 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 2 unit, Jumlah 

Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 3 unit.

Meningkatnya Pengadaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Persentase Pengadaan 

Barang Milik Daerah

75,00%

TW 3 75,00%

Persentase kinerja 

program penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah

TW 4 94,97 TW 4

TW 3 90,25

TW 3 90,25 TW 3

Meningkatnya 

Pencapaian 

Pendapatan Asli 

Daerah dan Kualitas 

Pelayanan Publik

Meningkatnya 

Pencapaian 

Pendapatan Asli 

Daerah dan Kualitas 

Pelayanan Publik

Meningkatnya Tata Kelola 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

100,00%

Persentase Ketersediaan 

Layanan Administrasi 

Umum Perangkat Daerah.

Indeks kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan pajak 

daerah

Indeks kepuasan 

masyarakat 

terhadap 

pelayanan pajak 

daerah

Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan

Perangkat Daerah

Persentase kinerja 

program penunjang 

urusan pemerintahan 

daerah

Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan

Daerah

Persentase Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah

Meningkatnya Kualitas Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Persentase Ketersediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Kinerja 

Pelayanan

Perangkat Daerah


